PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Telepon: 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR #46TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,

Menimbang bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Kepada
Pihak Ketiga perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Teknis Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Kepada
Pihak Ketiga;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4297);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47356);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan
Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Karo, Kecamatan Pematang Bandar,
Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat I Simalungun,
Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi
Dati | Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (delapan belas)
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995
tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar
Modal (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3617);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah;

24, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan  Barang  Milik  Negara
(Lampiran X, Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan
Modal Pemerintah Pusat Yang Berasal Dari
Barang Milik Negara);




25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3
Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kota Medan Kepada Pihak Ketiga
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Medan Nomor 2);

28. Peraturan Walikota Medan Nomor 14 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kota Medan Kepada Pihak
Ketiga (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012
Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK

TEKNIS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PIHAK
KETIGA.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

|

2

Daerah adalah Kota Medan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.

Kepala Daerah adalah Walikota Medan.

Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencana
Pembangunan Daerah Kota Medan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan,



6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan, baik
yvang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan
uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham Daerah pada
Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.

7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan milik Daerah baik berupa
uang maupun barang.

8. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal
Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal
Daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian
keuntungan.

9. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha yang berada di
luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Badan Usaha
Milik Negara/Daerah, Perusahaan Swasta/Swasta Asing yang
tunduk pada Hukum Indonesia atau Badan Hukum lainnya.

Pasal 2

(1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan di wilayah daerah dan
diberikan kepada pihak ketiga.

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Badan usaha yang berada di luar organisasi Pemerintah
Daerah;
b. Badan usaha milik negara/daerah;
¢. perusahaan swasta/swasta asing yang tunduk pada hukum
Indonesia; atau
d. badan hukum lainnya.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah
dapat diberikan setelah ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
penyertaan modal yang tidak melebihi saham milik daerah
sebelumnya berdasarkan laporan keuangan neraca akhir per 31
Desember tahun sebelumnya.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah
dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar yang diterbitkan
oleh Kepala BPKD.

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditransfer melalui rekening Badan Usaha Milik Daerah yang
bersangkutan.




Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Desember 2012

WALIKOTA MEDAN,
ttd.
RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

hd

=
SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 46



